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Badan Pemertksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait
Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun
Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan

Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan

Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bangka dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangarf Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun
Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. B -
1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan

keuangan, antara lain:

a. Pengelolaan Persediaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah belum memadai.

b. Penatausahaan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin seita Gedung dan Bangunan pada
Pemerintah Kabupaten Bangka belum memadai. ‘

¢. Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian
dan Perdagangan belum tertib.

d. Kepatuhbsn terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

a. Kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bangka senilai
Rp131,382.000,00. '

b. Kekurangan volume atas 15 paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten
Bangka senilai Rp311.240.000,00.




N

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bangka antara
lain agar menginstruksikan:

1. Direktur RSUD Depati Bahrin untuk:

a. Menyusun prosedur/mekanisme pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan persediaan di Gudang
. Farmasi dan Kamar Obat.

b. Memuat klausul jangka waktu retur persediaan dalam Surat Perjanjian Kerja pengadaan obat.

¢. Memperbaiki tempat penyimpanan persediaan di Gudang Farmasi.

2. Lima belas Kepala OPD untuk memverifikasi Peralatan dan Mesin yang hilang, dan selanjutnya
meinproses sesuai ketentuan vang berlaku.

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk:

a. Memverifikasi penyewa yang belum memiliki perjanjian sewa kios dan membuat perjanjian
sewa;

b. Melaksanakan pengendalian atas pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang
menjadi tanggung jawabnya;

¢. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk memverifikasi rincian piutang dengan
surat perjanjian sewa.

4. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai
Rp131.382.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah;

5. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinac Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses
kelebihan pembayaran senilai Rp311.240.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke
kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor
87.A/LUHP/XVIILPPG/05/2020, Nomor 87.B/LHP/XVHL.PPG/05/2020, dan Nomor
87.C/LHP/XVIIL.PPG/05/2020 masing-masing bertznggal 18 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kenangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut
atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari setelah Iaporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Bangka, kami ucapkan terima kasih.
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